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EETUA MAHKAMAHR AGUNG
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SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHK AMAH AGUNG RI

MNOMOR : 128/FM/SKAVTTT/ 2014
TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

TANG BERADA DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EETUA MAHEAMA AGUNG REPUBLIE TNDONESIA,

:a bahwa besaran tunjangan kinerja Pegawai Wegeri di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sesuai
pasal 5 Peraturan Presiden Momor 19 Tahun 2008 diator lebih lanjut
oleh Ketua Mahkamah Agl.mg seteloh mendapat persetujuan  dari
Menteri Keuvangan, Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Bivokrasi dan Kepala Kepegawaian Megara,

. bahwa tunjanpan kinerja Pegawai Meperi  di lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnys yang diatur pada
Surat Keputusan Ketus dalikemah Agung Republik Indonesia Nomor ;
070 f KMA 3K /W 2008 perlu disesuaikan; '

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang

peradilan dan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja bagi
Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung den Badan Peradilan
yang berada di bawahnya, perlu penyesuaian tunjangan kinerja;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu

mengatur unjangan kinerja Pegawni Negeri dii lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Surat
Eoeputusan Ketua Mahkamah Agung,

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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2. Undang-Undang MNomor 8§ Talmen 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambshan Lemberan Negara Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Momor 43 Tahun 1999
(Lembaran Megara Republik Indonesin Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

{L:mbamp Megara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Momor 3316),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momer 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 9, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momoer
4359), sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomeor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negare Republik
Indonesia Tahun 200% Nomor 3, Tembshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4958%;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 temtang Peradilan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Momor 20,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor 3327)
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 MNomor 34,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor lﬁﬂj;

. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor — 3344),
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Momor 9 Tahun 2004
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 WNomor 335,
Tambahan Lembaran Megara - Republik Indonesia Nomor — 4380),
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Momeor 51 tahun 2009
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(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5079);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

10.

11.

12.

{(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1989 WNomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor  3400)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahum 2006 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461 1), Undang-
Undang Momor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 159, Tembshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5078);

. Undang-Undang Momor 31 Tahun 1997 temtang Peradilan Militer

(Lembaran Negara Republik Indoncsin Tahun 1997 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3713);

. Undang-Undang MNomor 17 Tahwn 2003 tentang Kevangan Wegara

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4286);

Undang-Undang Momor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megars
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 48 Tabun 2009 tentang Kekunsaan Kehakiman
(Lembaran Mepara Republik Indoncsia Tahun 2009 Neomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang MNomor 5 Tahun 2014 feniang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Megara Republik Indoncsia Tehun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan  Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubabhan
Keenam Belas atas Feraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai MNegeri Sipil;
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14.

15.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001
Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dan Pegawai Megeri di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Keputusan  Presiden Nomor 13 Tahun 2005 fentang Sekretarist
Mahkamah Agung RI;

Keputusan Presiden Momor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Apung RI.

Surat  Menteri  Keuvangan — Republik Indonesia ~ MNomor
SR-480/MEK.02/2014 tanggal 11 Juni 2014, hal Persetujuzn Penyesuaian
Tunjangan Khusus bagi Pegawai MNegeri di lingkungan Mahkamah
Apung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

. Burat Menteri Negara Pendayagunsan Aparatur Megara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2991/M.PAN-RB/E(2014 tanggal
T Apgustus 2004, hal Tindak Lanju! Usulan Penyesusian Tunjangan
Kinerja Pegawai Megeri Di lingkungan Mahkamah Apung dan Badan
Peradilen Yang Berada Di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Dalam Surat Keputusan Ketus Mahkamah Agung ini yang dimaksud
dengan; '

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat vang
berwenang dan diserahi tugas dalam svatu jabatan pemerintahan, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang beraku sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 8 Talwn 1974 tentang Pokok-Pokok

K.epegawaian,

2. Pepawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada di Bawahnya adalah Pegawai MNegeri Sipil, Anggota
Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik
Indonesia.

: Kepada seluruh Pegawai Negeri dan calon Pegawai Megeri Sipil

di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya yang pada saat berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkemah
Agung ini selain pcnél-m.silnn yvang berhak diterima menurnt peraturan
perundang-undangan, diberikan tunjangan khusus kinerja setiap bulan.

: 1. Besamya tunjangan I:ineJrjﬁ Pegawai Negeri schagaimana dimaksud

dialam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan
Mahkamah Agung ini. '

2. Besaran tunjangan kinerja Calon Pegawai MNeperi Sipil (CPNS)
dibayarkan sebesar 80% tunjangan Kinerja.

: Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung ini, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014.

: Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 Surat Keputusan Mahkamah Agung ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara pada Tahun Anggaran yang
bersanglartan. :

: Tunjangan Kinerja scbagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Surat

Keputusan Ketua Malkamah Agung ini tidak diberikan kepada :

a, Pegawai  Meperi  yang  nyata-nyata  tidak - mempunyai
tugasfabatan/pekerjaan terientu pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya, karena diberhentiken ataw
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diberhentikan  dalam proses  bending ke Badan Perlimbangan
Kepegawaian;

b. Pegawail Megeri yang diperbantukan pada badanfinstansi lain;

c. Pegawni Negeri yang sedang menjalani cuti besar atan cufi dilvar
tenggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiuin;

: Pada saat Surat Keoputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku maka

Surat Keputuzan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Maomor :
070/ KMA /8K [V / 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Suret Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

1 Juli 2004,

SALINAN Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini disampaikan
kepada:
. Wakil Ketua Mahkamah Agung RT Bidang Yudisial

1

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Bidang Non Yudisial

3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI

4, Menferi Keuangan RI

5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara

7. Panitere dan Sekretaris Mahkamah Agung RI

8. Para Pejabet Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI

9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI
0. Para Pejabat Eselon IT di lingkungan Mahkamah Agung RI
1.

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
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Lampiran Suret Keputusan Ketua Mahkamah Apung RI

Momor 120,80 SEATTT T 2014
Tanggal : § Agostus 2004

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINEIRJA PEGAWATI NEGERT (70 %)
DILINGRUNGAN MAHKAMAII AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNY A

Sekrelans Mﬁ
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e e s | Digjen Badilum
ERERT ) [0 zHih Dirjen Badilag i
. S — | : |Dirjen Badimiliun " '
Lk ; a s i Kepala Badan Fegggwaun Ny
TN | N TR | | S Kepala Balitbang Diklal Kumdil il ;
Rp  30.345.000 | Min = s R Ty
26| Rp__ 29.085000 | Max
| Re 27.9%0.000 | Mea — . ]
Rp __26.854.000 | Min SRR
L35 | Rp  25739.000 | Max — - -
R 24,752,000 el :
23.765.000 | Min =
a4 Rp 23778000 |  Max _|Sekretaris Kepaniteraen MA
s P - Kepala Biro Perencanaan & Organisasi BUA oo
A Kepala Biro Kevangan BUA_ T —
Lo o i Kepala Biro Perlengkapan BUA
i . {Kepala Biro Hukum dan Humas BUA N
i) SOOI IR = Kepals Biro Kepegawnien BUA
_________ % A - - | Pirekiur Binganis Peradilan Umum LB S
g i AR Rl __[9ekretans Ditjen Ead-'ﬂum . .
o il Direktur Pembinaan ﬁdm i":rldﬂan Umum
FrTR [ |Dm:kl:ur Binganis Peradilan .fu_ga_ma e
= R =i l&hmns Ditjen Badilag |
i I . | R Direktur Pembinann Adm Peradilan Agama Ditjen Bac:m,-g; B
R T e R (B - |5ekrataris DJI]I:I!I Eaﬁm‘lttmn R
_ et |Sekretaris Badan Pengawasan "_T_
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o ; I]:ml_;:l.l.rEmgnms Peradilan TUN Ditjen Badimilton
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Momar : 128/wn/58K/VITL/ 2014
Tanggal : @ Aqustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAT NEGERT (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

Rp _20.809.000 | Med | 1A Kepaln Biro Umum BUA
b lﬁcﬁﬂi%@miai Pimpinan BUA =
Kapuslitbang Kumdil
. Direktur Pratalek Perkara Perdata Ditjen Badilum
T, O LA Direktur Pratalak Perkara Pidana Ditjen Badilum
__|Dirckur Pratalak Perkara Perdata Agame Ditjen Badilag
i | |Direktur Pratalak Perkara Pidmil Ditjen Badimiltun
T Direlotur Pratalak Perkara TUN Ditien Bedimiltun
2 Rp 15539000 | Min ImA
23 Itp 16870000 Max
| Rp__16224.000 | Mea =
Rp__ 15.577.000 |  Min
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| ®p 14350000 | Med SR
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Kabag Kevangan Kepaniteraan

Kabag Rencana & Program BLIA

Kabag Rencana & Penvesunan Anggaran BUA

Kabag Bimbingen & Monitoring Biro Perencanatn BUA

Eabag Orgonisasi & Tatalakeana DA

Kabag Evaluasi & Pelaporan BUA

Kabag Akuntasi BUA

Kabag Pelaksanzan Mmfﬁﬁ_ﬁ_ﬂk

_|Kabag Verifikasi & TGR BUA

Eabag Perbendaharaan HIIA

" |Kabag PNBP BUA

Kaba Inventarisasi Kekayaan Negara BUA
Kabag Mutasi | BUA

Fabagr Mutasi [] BUA

Kabag Perencanann & Kouangan Ditjen Badilum

|Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilum

—— s s

|kabag Perencanaan & Angparan Ditjen Badilag

Kasubdit Mutesi Panitera & Jurusita Ditjen Badilum

Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilag

Easubdit Mutasi Panitera & Jurusita Ditjen Bﬁi!gg "__

Kabag Perencanaan & Keuangan Badan Pengawasan

Kiobag Perencanaan & Kevangan Ditjen Badimiliun

|Kabag Perencanaan & Kepegawaian Balithang Diklat Kumdil

Kabid. Program & Evaluasi (Pusdiklal Teknis Peradilan)

i



KETUA MAIWNKAMAH AGUNG
RETUBLIK INDONESTA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Apung RI

Nomor : 128,/EMA/SE/VIIT/ 2004
Tanggal : & Agustas 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGIUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAINYA

Kabid. I-"ergﬂ_lggggmnnﬂuklﬂ Hxl:lhang Diklat Kumdil ____|

Kal:r:d ng._& Emluasu Dul:lal M!I'l]:llr]'l Baht‘nang DM&tKumdiI!

12.707.000

Kabag Tatalaksana Pengadaan Brag | BUA

Eabag Tatalaksann Peg@daan DBrmg [ BUA

Kabag Bimbingan & Monitoring Bire Perlengkapan Bl ng.___
Kabag Peraturan Perundang-undangan BUA

|Eabag Hubungan Anter Lembagn BUA

m———ra - M.

_|Kabag Pemeliharaan Serana & Informatika BUA

__|Kabag Pengemb. Sistem Informatika BUA
Kabag Umum Kepegawaian BUA

Kabag Adm, Jabatan Fungsional BUA

Kabag Keamanan BUA

Eabag Unisan Dalam BUA

Eabag Tata Usaha BLIA

Kabap Adm, Penghiapusan BUA

- ——ie WL . - e

3 KahugRumh Tangga BUA

Eabag Orgonisast & Tatalaksang Ditjen Badilum

Kasubdit Pengemb, Tenaga Teknis Pesadilan Ditien Badium

Kasubdit Data & Evaluasi Ditien Badilum

Kasuhdit Tata Keloin Ditjen Badilum

Kasubeit Bimbingan & Monitoring Ditjen Badilum

Kasubdit Kasasi Perdata Ditjen Badifum

Kasubdit PE. Perdata Ditien Badilum

Kasubdit Kasasi FE. Perdata Ehusus Ditjen Badilum

Kasubdit Kasasi PK. Pidana Umum Ditjien Badilum

_|Kasubdir Kazasi Pidana Khusus Ditjen Badilum fre
Kasubdit PE & Grasi Ditjen Badilum

Kabag Orgenisasi & Tatalaksana Ditjen Badilag

ffeiuuhdlt Pengemb. T mwﬁ__eknis Fcradllan Ditgen Eadl_g

Kasubdit Tata I':alu[a Ditjen Badilag

Kagubdil Bimbingan & Monitering Dijen Badilag

Kasubdit Statistik & Dokumentasi Ditjen Badilag
K_g'gutum Kasasi Perdata Agama Ditjen Badilag

Kabap Organisasi & Tatalaksana Ditjen Badimiltun__

Kesubdit Fr_mbmaan Tmngé Teknis Perndlan TUN Ditjen

Kasubdil Pembinaan Adm. Dilmil Ditjen Badimiliun

Kasubdit Kasasi TUN Ditjen Bad1m|l1.un

Kesubdit HUM & Sengheta Fajak Ditjen ¢ Ditien Badimiltun
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mehkamah Agung RI

Nomor © 128/8M0/SE/NTTT/ 2014
Tanggal : B pgustus 2004

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI {70 Yo}
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNY A

Kasubdit Pembinan Tenaga Teknis Dilmil Ditjen Badimiltun

Kabag Organisasi & Telalaksana Badan Pengawosan

Kabig Kevangan Balitbang Dikiat Kumdil
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e

Rp
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Kabap Kesekretariatan Pimp. E BUA

Kabap Kepegawaian Ditjen Badilum

Kabag Umurm Ditjen Badilum

Kesubdit Statistik dan Dokuinentasi Ditjen Badilum

Kabag Kepsgawnion Ditfen Badilag

Kabag Umum Ditjen Badilag

Kasubdit PK Perdata Agama Ditjen Badilag

e e S e e e L

Kasubdit Syari'ah Ditjen Badilag
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[Kabap Umum Ditjen Badimiltun =
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Kasubdit PK & Grasi Pidmil Ditjen Badimiliun
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Momor © 128,/FM0/SK/VITI,/2014
Tanggal : # Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

Koordinator Kasasi Pidana Khusus Kepaniteraan

Kasubbag Perencanaan Kepaniteraan

Fkuuhb.ag_ft_ngggmg & Perbendnboraan Kepanileraan

{Kasubbeg Rencena Program [ BUA

Kasubbag Rencana Program il BUA

Kasubbag Data BUA =

_[Kasubbag Rencana Anggaran [ BUA 1

Kasubbag Rencane Anggaran [ BUA

Kasubbag Analisa Anpgaran BLIA

Kasubbag Bimon Penyclenpparaan Program BUA

|Kasubbag Bimon Penganggaran BUA

Hesubbag Organisasi BU A ) -

" |Kasubbag Tatalaksana BUA

Kasubbag Akuntabilitas BUA

Kasubbag Evaluzsi BUJA

|Kasubbag Pelaporan BUA

Kasubbag Akuntansi 1A BUA

Kasubbag AkuntensilBBUA

Kasubbag Akuntansi Il BUA

Fasubbag Pelaksanaan Anggaran 1A BUA

K.asubbag Pelaksanaan Anggaran IB BUA ' =

Kasubbag Pelaksenaan Anggaran Il BUA e

Kasubbag Vesifikasi & Canti Rugi IA BUA e
[Kasublbag Verifikasi & Genti Rugi 1B BUA

[Kasubbag Verifikasi & Ganti Rugl I BUA

|Kasubbag Penilaian Perbendaharaan BUA ) H

Kasubbag Pembayaran Gaji BUA

Kasubbag PNBP Peradilan ABUA

Kasubbag PNBP Peradilan B BUA Pt

|Kasubbag PNEP Peradilan C BUA

]Kasubbqg_Hkamn &ﬁern:a BOA .

HKasubbag Slatistik & Pelaporan BUA

_|Knsubbag Standarisasi & Penilaian BUA :

Kasubbag Data & Layanan Informasi BUA
Fasubbag Peny. Rencana & Program T1 BUA

Kasubbag Pemeliharaan Sist. Jaringan Informatiks BUA

o B [asubbag Pemelibaraan Perangkat Kers Informatika BUA

Kasublag Perencannan Program dan Peny ,ﬂnwmll Ditien Badilum

Kasubbap Anggaran & Perbendaharaan Ditjen Badilum

Kasi Penelashan Berkas Perkara Kasasi_Ditjen Baditum
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Lampiran Sural Keputusan Ketun Mahkamah Agung RI

Momor : 128/EM/SK/VITT/2014
Tanggel : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAT NEGERI (70 %%5)
IMLINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN FERADILAN DIBAWAHNY A

Knsi Peneleahian Derkas Perkara Kasasi Pidana Umuem Ditjen Badilum

Kasi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Ditien Badilum
Kasi Penelashan Berias Perkara Kasasi Pidsus Ditjen Badilum
Kagl Peaelashan Berkas Perkara Tshanan Pidsus Ditfen Dadilum
| [ Kasubbag Perene, Prog & Pery. Anggaran Ditjen Badilag
- . _'_|EEI Pencinahan Kasasi Ditjen Badilag
; asubbag Anggarnn Perbendaharaan Ditjen Badilag

— Kasubbag Pemnc. Prog. & Peny. Anggaran Ditjen Badimilon

Kasubbag Anggaran & Perbandaharaan Ditjen Badimiltun

Kasubbag Perenc. Prog. & Peny. Anggeran Badan Pengawasan

|Kasubbag Anggaran & Perbendaharaan Badan Pengawasan

Ei oiiTh [Easubbag Pengnjaran Balitbang Diklat Kumdil o
Kasubbag Perencanaan Balithang Dikint Kumdil

ilshag Anggaran & Perbendaherann Balitbang Diklat Kumdil
Kasubbag Akuntansi & Pelaporan Balitbang Diklat Kumdil

RBp  8.327.000 |  Med IV A |Fasubbag Perlengkapan Kepaniteraan
[ Koordinator Kepailiten & PEPU Kepaniternan

Koordinator Grasi & PK Pidana Umum Kepanitersan
Koordinator Grasi & PK Pidana Khusus Kepaniteraan
Foordinator Kasasi Perdata Agama/Umum_Kepaniteraan
_[Koordinator Tata Ussha TUN Kepaniteraan
Koordinator Fasasi & PE TUN Kepanileraon
Kasubbag Akuntansi & Pelaporan Kepaniteraan
Koordinuor Pajuk TUN Kepaniteraan
{Koordinator HUM TUN Kepaniteraan
Koordinator Komputer (Sek Pan) Kepanitersan
Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengrdaaan Brig I BUA ¥
F.asubbag Analisa Standarisas| Pengadaan Bmg IBUA
Kasubbag Analisa Evaluasi Pengadaan Bmg [ BUA
Kasubhay Analisa Kebutuhan Pengadaan Brog I BUA
Kasubbag Analisa Standarisast Penpadzan Brng 11 BUA
Kasubbag Analisa Evaluasi Pengadoan Brog L BUA_ |
Fesubbag Pendataan BUA
_|Kasubbag Adm. Perubahan Status Perlengkapan BUA

[Kasubbag Bimbingan Monitoring A BUA I
__.{Kasubbag Bimbingan Monitoring B BUA

Kasubbag Bimbingan Menitoring C_BUA




KETUA MAHKAMAR AGUNG
REM/BLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Ketun Mahkamah Agung RI

Nomor @ 128/5Mh/SK/VITL/2014
Tanggal ; g Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 )
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWALINYA

Kasubbag Peny. Naskah Perundang-undangan BUA
Kasubbag Sistem Jaringan Dok. Hukum BUA

Kasubbag Adm, K.chuakﬂn ha BUA

Kasubbag Hubungan Antar Lembaga BUA

Knsubbag Humas & Profesi BUA

Kasubbag Perpustokasn BUA

|Kasublbag Penerbitan BUA _

Kasubbag Pengembangan Pegawai BUA

Kasubbag Dala Pegawai BUA
Kasubbag Muiasi Pegawsi [A BUA
|Kasublbag Mutasi Pegawai [B BUA
Kasubbag Tala Maskah Mutasi ] BUA

Rasubbag Tata Naskah Mutasi BUA

Fasubbag Mutasi Pegawai Il A BUA

E-Kaatﬂ:lmg Mutasi Pegawai Il B BUA

Kesubbag Sertifikosi & Angka Kredit RUA

Kasubbag Tata UsaFume:rUmum} BUA

|Kasubbag Kesekr, Sekma BUA

|I{asuhb.aﬂ Kesekr. Badan Urusan Administrasi BUA i
Kasubbag Persuratan BUA

Kasubbag Penggandaaon & Percetabkan BUA
Kasubbag Pemeliharaan & Perawatan BUA
Kagubbug Kenmenan le]’:rnan BU.-*.
Kasubbag Protokol & Akomodasi EUIL

Kasublbag Penganghutan & Perjalanan Tinas BUA
Kasubbag Kearsipan & Dokumentasi BUA
Kasubbag Kesekretariatan Ketua MA BUﬁ
Kasubbag Keackr, Ketua Muda Perdata BUA

=

—_——a el

Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Perdate Niaga BUA
[Hasubbag Kegekr, Waka MA Bid. Yudisial BLIA

|Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Pidana BUA
Kasubbag Kesekr, Ketun Muda Pidana Khusus BUA

Kasubbag Kesekr, Waka MA Bid, Mon Yudisial BUA

B = Kasubbeg Kesekr. Ketua Muda TUN BUA

Kasubbag Keseke, Ketua Muda Pidona Militer BUA
[Kasubbag Kesckr. Ketua Muda Pengawasan BUA
Kasubbag Kesekr. Ketua Muda Agama BUA
Knsuhlﬂ Kesekr. Ketua Muda Pembinaan BUA
Kazubbag Akumarm DLI:JH‘I Badilum

D ] [ S — == i i iy

Kasubbag Ktlembngam: & Pelaporan Dlljtl'l Bad:ll.un




EETUA MAHKAMAN AGUNG
REPUBLIK INIMOINESLA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R1
Nomor : 128/FM\/SK/ATIL/2014

Tanggal : 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERIA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN

MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNY A

Kﬂsubhauumm:mnn Dlt_lm Badllum

|Kasi Adm. Berkas Perkara Kasasi Ditjen Badilum

_|Kasi Penclaahon in Berkas Perkara PK Ditjen Badilum

Kﬂal Penelashan Berkas Perkara K.asm & PK Ditjen Badilum

— [Kasi Adm. Peneluahan Berkas Perkara Kasas! & PK Diljen Badilum

wsi Adm. Berkas Perkara Kasasi & Tahanan Ditjen Badilum
Kasi Adm. Perkara Kasesi & Tahanan Pidsus Ditjen Brdilum

| Kasi Mutasi I (Hakim) Ditjen Badilum

Kasi Mutasi [T (Hekim) Ditien Badilum

Kasi Data & Informasi Tenoga Teknis Peradilan Ditien Badilum

Kasi Evaluasi & Pelaporan Ditjen Badilum

Fasi Mutasi I (Paniters & Jurusita) Ditjen Badilum

i Mutagi I {Panitera & Jurusita) Ditjen Badilum

Kﬁ.mbbag TU {Sekr. Ditjen Badilum) Ditjen Badilum

jRasubbag Akuntansi Ditjen Badilag

Kasubbag Kelembagaan & Pelaporan Ditien Badila

Kasubbag Ketatalaksanaan Ditjen Badilag

Kasi Data & Informasi Tenaga Teknis Peredilan Diljen Badilag

Kasi Evaluasi & Pelaporan Ditjen Badilag
i Adm. Kasasi Perdata Agana Ditjen Badilag

Kasubbag TU (Sskr, Ditjen Badilag) Ditjen Badilag

Kasi Muasi 1 (Hakim) Ditjen Badling I

Kasi Mumasi [T (Tlakim) Ditjen Badilag

|Rasi Mutasi | (Panitera & Jurusita) Ditjen Badilag

| Kasi Mutasi Il (Panitera & Jurusita) Ditjen Badilag

N

Kasubbag Perlengakapan Ditjien Badilag
Kasubbag Perlengkapan Ditjen Badimiltun

iiasi Evaluasi & Rasionalisasi (Dibmil) Ditjen Badimiliun

| Kasi Peningkatan Mutu Hakim (Dilmil) Ditjen Badimiliun

Hasi Peningkatan Mutu Panit Panitera (Dilmil} Ditjen Bndlmﬂmn

Kesi Tata Kelala (Dilmil} Ditjen Badimiltun

Kasi Bimbingan & Monitoring (Dilmil} Ditjen Badimiltun

|Kasi Statistik & Dokumentasi (Dilmil) Ditjen Badimiliun

B Iﬁml Pemr_rgl:a:an Mutu Hakim (TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Peningkatan Mutu Ponitera {TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Evaluasi & Rasionalisasi (TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Tata Kelola (TUN) Ditjen Badimiitun

Kasi Bimbingan & Monitoring (TUN) Ditjen Badimiltun

cmn mmms ]

Kasi Statistik & Dokumentasi (TUM) Ditjen Eu.du.rmllu.n
Fasubbag Akuntansi Ditien Badimiltun




EETUA MANKAMAN AGUNG

REPUBLIE INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Kena Mahkamah Agung BRI
Nomor @ 120 /8Mp/SE/ATLL/ 2014
Tanggel: 8 Agustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNY A

Kasubbag Kelembagaen & Pelaporan Ditjen Badimiltun

Kasubbag Kelatalaksanaen Ditjen Badimiliun

[Kiasi Penelnahan Berkas Perkara Kasasi Pidana & TU Militer Ditjen
Badimallian 5

Kasi Penelashan Berl:u Perkara Tahanan Ditjen Badimiliun

Kasi Adm. Berkas Perknm Kasasi Pidana & TUN Ditjen Badiniltun

Fasi Ponclnahnn Berkas Perkarn [Knsasl (TUN) Ditjen Badimiltun

|8l Kelengiapan Borkas Perkara Kasasi {TUN) Ditjen Badimiliun

Kasi Adm. Eerlcas Perkara Kasesi [TUN) Ditjen Eﬂﬂ.il'l'!ﬂl]ll‘.’l |

Kosi Penelaahan Berkas Peckarn HUM £ Sengheta Pajak Digen Badimiliun

Kasi Adm, Berkas Perkora HUM & Sengketa Pajak Ditjen Badimilam

Kasi Addm Berkas Pericara Kasasi Pid & TU Militer Ditjen Badimilun

Kasi PK Pidana Militer Ditjen Badimiltun

Kasi Grasi Pidana Militer Ditjen Badimiiiun

Kusi Adm Berkas Perkara K dan Grasi Militer Ditien Badimilten

- ——— =

Kasi Adm Berkas Perkara PK‘I‘UND:ucn Badimiliun

Kasi Penelahaan HUM Ditjen Badimiltun

Easubhap iliter Ditien Badimilun

TIEDic Perkars Pidana M
Kasubbag Perlengkapan Badan Pengawasan

Basubbag Akunlonsi Badan Pengawasan

Kasubbag Kelembagaan & Pelaporan Badan Pengawasan

Kasubbep Ketatalaksanaan Badan Pengawasan

Kasubbag TU Badan Ft.nE

Kasubid Prog. & Kerjazama (Pusdikiat Teknis Peradilan) Balitbang Diklat
il

Kasubid Evaiuasi & Pelnpmn{ Pusdikint Tekniz Peradilan) Balithang
Dikla Karnelil

Ly W

Kasubbag Fasilitas Diklat { Pusdiklat Teknis Peradilan) Balitbang Diklat
Humdil
|Ka.suhbng Perlengkapan Balitbang Diklat Kumdil

|Kasubid Program (Puslitbang Kumdil) |

|Kasubbag TU (Seke. Balitbang Diklat Kumdil)

_ |Knsubid Evaluasi & Pelaporan (Pusdikiat Ht:nmml

£ K.usulud | Pengajaran Balitbang Diklat Kumdil

Kasubid Program & Kerjasama (Pusdiklat Menpim)

KHLI!III:I Fasililtns Diklat (Pusdikla Mmp:mj i

Kggghuﬂ Pengajaren (Pusdikial Mempim)

Ielin

Iva

[iCasubbag Tata Uiseha Kepaniteraan

__|Keordinator HAKI Kepaniteraan

Koordinator PHT Eepaniterann

]



REPUBLIK INDONESTA

Lampiran Surat Keputusan Ketua Mabkamah Agung R1

Nomer 128/ /S8/VIIL/2014
Tanggal: 8 Agustuvs 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI {70 %a)

DILINGKUNGAN MAWKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADI LAN DIBAWAHNMNYA

g Bk e ] Tl T e 2 B g

Koordinator Arbitrase Kepaniteraa

[Kcordinator Pilkada & Parpol Kepaniteraan

=

__|Keordinator Kasasi PK Perdata Agama Kepaniteraan

Koordinator Kasasi Pidana Militer Kepeniteraan

_|Kcordinator PK/Grasi Fidana Militer Kepaniteraan

|Easubbiag Kepegawaian Kepaniteraan

Kasubbap Tata Useha (Biro Perenc, & Org.) BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Kevangan) BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Perlengkapan) BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Hukum & Humas) BUA

Kasubbag Tata Usaha (Biro Kepegawaian) BUA

{Kasubbag Pemberhentian & Pensiun 1 A BUA

Fasubbag Pemberhentian & Mensiun 1 B BUA

Kasubbag Pemberhentian & Pensiun 11 BUA

Kaaublng Evaluasi BUA
asubbag Keamanan Lingkungen BUA =

Kasubbag Keamanan Khosus BUA

Kasubbag Agenda & Pengiriman BUA
Kasubbag Penyimpanan & Pendistribusian BUA

|Kasubbag Rohani & Scsial BUA

[Kasubbag Kesehatan & Kesejahternan BUA
Kasubbag Pengembangen Sistem Aplikasi BLIA

_iKasub}gg Pengembangan Teknologi Informasi BUA

Kasubbag Bimbingan Teknis BUA

Kasubbag Pengadaan Penghapusan BUA

|Rasubbag Umum Kepegawaian Ditjen Badilum

Kasubbag Mutasi (Kepegawaian) Ditjen Badilum

|Kasubbag Pemberhentian & Pensiun Ditjen Badilum

Kasubbag Dokumentasi & Informasi Ditjen Badilom

Kasubbag Rumah Tangga Ditien Badilum

Easi Tata Naskah (Hakim} Ditjen Badilum

[Kasi Tata Naskah (Panitera & Jurusita) Ditien Badilum

FHasuhquTU (Dir. Bingonis Peradilan Umum) Ditjen Badilum

Kasubbag TU { Dir, Pemb. Adm, Peradilan Umum) Ditjer: Badifum

Kasubbag TU (Dir. Pratalak Perkara Perdats) Ditjen Badilum

Kasubbag TU (Dir. Pratalak Perkara Pidana) Ditjen Badilum

Kasi Arsip & Dokumentasi Ditjen Badilum

Kasi Dokumentasi & Wilayah Hukum Ditien Badilum

Kasi Grasi Ditjen Badilom

fLasi Pmin@utnn Mutu Hakim Ditjen Badilum

10



EETUA MAHEAMAIN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat FKeputusan Eetua Mahkamah Agung RI
Momor : 128/8MASEVIIT/ 2014
Tanggal : 8 Aguotus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI (70 %)
DILINGHUNGAN MAHKAMAH AGUMNG BRI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNY A

Beasi Pr:mngkﬂmu hutu Pm:il;em & Juru:ﬂln Dltj-m Bndtium

_[Kasi Evaluasi & Rasionalisasi Ditjen Badilum

Hasi Tata ]":nidnnsnn Ditjen Badilum

Kasi Tata Pelayanan Peradilan Ditjen Badilum

Kasi Sarana Kera Penpadilan Ditten Badilum

Kasi Bimbingan [ Ditjen Badilum

Kasi Bimbingan 1T Ditjen Badilum

Kasi Monitoring & Evaluasi Ditjen Badilum

Kasi Slatistik Ditjen Badilum

[Kasubbag Perlengkapan Ditjen Badilum

Kasi Adm. Bekas Perkara PE Ditjen Badilum

———

Kasubbag Umum Kepegawaian Ditjen Badilag o
Kasubbag Murasi {Eepegawaian] Diljen Badilag

Kasubbag Pemberhention & Pensiun Ditjen Badilag i

Kasubbap Dokumentasi & Informasi Ditjen Ba.dllag

|Kasubbag Rumah Tangga Ditjen Badilag

Kasubbap TU { Binganis Peradilan Agama) Ditjen Hadulag

Kasi Tatn Maskoh (Fakim) Ditjen Badilag

Knsi Tata Maskah (Panitera & Jurusita) '[)J!;i:n E.ﬂd ilag i

Kasi Arsip & Dokumentasi Ditjen Badileg
[Kasublbag TU { Dir. Pemd. Adm, Perndilon Agoma) Ditjen Badilag

Kasi Dokumentasi & Wilayah Hukum Ditjen Badilag

Kasubbag TU (Dir. Perdnta Agnma) Ditjen Badileg

Kasi Penelaahan FK Perdata Agama Ditjen Badilag

Kasi Adm. PK Perdata Agama Ditjen Badilag
KE_EI. Pengkejian Syari'ah & Rukyat Ditjen Badilag
Kasi Kodifikasi & Yurisprudensi Ditjen Badilag

Kasubbag Perlengkapan Ditjen Badilag -

| =

K,u.m' Tala Pbrsidll'lgll.l Di\jen Badilag

.....

|Kasi Sarana Kerja Pengadilan Ditjen Badilag’

Kasi Bimbingen I Ditjen Badilag

Kasi Bimbingan 1T Ditjen Badilag =~

Kasi Monitoring & Evaluasi Ditjen Badilag : =i

|Kasi Statistik Ditjen Badilag

[Kasi Evaluasi & Pengendalian Ditjen Badi ilag

~ |Kasi Dokumentasi Pelayanan Hakim Ditjcn Badilag i

Kasi Peningkatan Mutu Hakim Ditjen Badilag

|Kasi Peningkatan Mutn Panitera dan Jurusita Ditjen Badilag

Kl Evaluasi dan Rasicnalitas Ditjen Badilag

11



KETUA MATTEAMAN AGUNG

REFURLIE INDONESIA

Lampiran Surat Kepotusan Ketua Mahkamah Agung BRI

Nomor : 128/KMn/SK/VLLI/ 2014
Tonggal : B Aguetus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI {70 %)
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIDAWAHNYA

Kasubbag Umum Kepegawaian Ditjen Badimiltun

Kasubbag Mutasi (Kepegawaian) Ditjen Badimiltun

tKasubbag Pemberhentian & Peasiun Ditjen Bedimiloun

Kasubbag Dokumentasi & Informasi Ditjen Badimiltun

Kasubbag TU ( Sekr. Ditjen Badimiltun) Ditjen Badimiltun

Kasubbag Rumeh Tangga Ditjen Badimilun

Kasubbag T1I (Dir. Binganis Adm. Dilmil) Ditjen Badimiltun__

Kasi Mutasi Hakim (Dilmil) Ditjen Badimiltun

Kasi Mutasi Panitera & Jurusita (Dilmii) Ditjen Badimiliun

|Kasubbag TU (Dir. Binganis Peradilan TUN) Ditjen Badimilun

e

Kasl Mutasi Hakim (TUN) Ditjen Badimiliun

Kasi Mutasi Panitera & Jurusite {TUN) Ditjen Badimiltun

|Kasubbag TU (Dir. Pratalak Perkara Pidmil) Ditjen Badimiltun
Kasubbag TU {Dir. Pratalak Perkara TUN) Ditien Badimi llun

Kasi Adm. Peninjauan Kembali l,'.lliti:_n Radirniliun

Kasi Grasi Ditjen Badimiltun

Kasi Adm, Berkas Perkara PK & Grasi Diien Badimilun
Kasi Penclonhan Berkas Perkara PE (TUN) Ditjen Badimiltun

Kasi Adm. Berkas Perkara PK (TUN) Ditjen Badimiliun

Kasi Penelashan Berkos Perkara Sengkets Pajak Ditjen

Kasubbag Unum Kepegawaian Badan Pengawasan

Kasubbag TU Dir Pranata TUN Ditjen Badimiltun

Kasublbag Mutasi Badan Penpawasan

_ . |Kasubbag Pemberhentian & Pensiun Badan Pengawasan

) [Kasubbag Dokumentasi & Informasi Badan Pengawasan

|Kasubbag Rumah Tangg Badan Pengawasan

Kasubbag TU Inspekiorat Wil I Badan Pengawasan

Kasubbap TU Inspekiorat Wil Il Badun Pengawasan

Kasubbag TU Inspekitorat Wil 111 Badan Pengawasan

Kasubbag TU { Kapusdiklat Teknis Peradilan)

|Kasublag TU Inspekiorat ‘i‘{i!.‘_liﬁ_@gg Pengawasan

Kasubbag Kepegnwaian Balitbang Diklat Kumndil

Kazubbag TU (Kapuslitbang Kumdil)

Kasubid Publikasi_(Puslitbang Kumdil)

Kazsubbap TU (Kapusdikla hMenpim)

Kasubid Evalunsi {Puslitbang Kumdil)

Kasubbag Kerjasama (Puslitbang Kumdil)

17 |Rp  7.663.000 | Max AR —
Rp__ 7.082.000 |  Med L S =
Rp 6501000 |  Min

12




EETUA MAREAMAHR AGUNG
EEFURLIK INDONESIA

Lampiran Surat Keputusan Ketva Mahkunah Agung RI

Nomor @ 128/KMA/SE/VITL/ 2004
Tanggal : B Aqustus 2014

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAL NEGERT (70 )
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWARNY A

16 Ly 5021000 Max
| ®p 5691000 | Med
Rp 5461000 | Min ) ==
__15 |Rp 5232000 | Max
 Imp 969000 | Med )
Rp 4707, (i Min
14 | Rp 4444000 | Max
Rp_ 4.148.000 | Med 2
Rp  3.852.000 |  Min = =
13 Rp 355500 Max Wil |8l Golongan IV Kepanitersan, BUA, Diljen Badilum, Ditjen
Endilag, Ditjen Badimiltun, Badan Penpawsasan, Balithang Dikilat
| fromail :
Rp 3490000 | Med Wie  [Saf Golongan IVic Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjien Badimiliun, Badan Pengavwazan, Balitbang Dikiat
Kumdil
Rp  3.442.000 | Min WA [Staf Golongan IV/b Kepanitcraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjan Badimiltun, Badan Pengawasan, Dalitbang Diklat
Fumdil
12 Rp 3386000 | Max Wi |Siaf Goleagan [V/e Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badileg, Ditjen Badimilnm, Badan Pengawasan, Balitbeng Diklat
- ) » Kumdil s ' il
Rp 3332000 | Med N ASeaf Golongan MM Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
|Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawazan, Balitbang Dikla
N Fumadil _ sogn
Rp 3.279.000 Wi Nite  |SmafGolongan e Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag. Ditien Badimiltun, Badan Pengawasan, Balithang Diklat
Foumdil
11 Rp  LI25.000 Max N | 5iaf Golongan IV Kepanileraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimilen, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
= 1) [ Kumdil g
| | Rp 3074000 ] Med i i
Bp  3.123.000 Min
10 R J.072.000 Max Mia  (5{af Golongan [Ilfa Kepaniterazn, BUA, Ditjen Badilam, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Baden Pengawasan, Balitbang Diklat
= | Foumil -
| Rp 3023000 | Med
Rp  2.974.000 | Min ;




EETUA MAHKAMAN AGUNG
REPURBLIK INDMINESEA

Lampiran Surat Kepulusan Keta Mahkemah Agung RI

Momor © 128/KMN/SE/VITL/2014
Tanggal: B pqustus 2014

BESARAM TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAT NEGERT (70 %%)
DILINGEUNGAN MAHKAMAHR AGUNG RIDAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNY A

moLamlieo o)

2.025.000

Staf Golongan 1 &N
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasen, Balithang Diklat
Kumddil

Rp  2.879.000 | Med -
Rp 2832000 Min
Rp 2786000 Mnx e  |Siaf Golongen [Ife Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiliun, Badan Pengawasen, Balithbang Diklat
Kumdil
Rp 2.750.000 | Med
Hp 2. T3L.000 Mlin
Rp 2.705.000 |  Max Wk Sl Golongan (b Kepaniternan, BUA, Diten Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
Fumndil
Rp  2.646.000 | Med T R
RBp 25587000 Mdin
BRp  2.528000 | Max I'a  |Siaf Golongan Il/a Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltum, Badan Peagawasan, Balithang Diklat
gt Kurndil o iy
Rp 2473000 | Med o
Rp __ 2.418.000 | Min
LT 2363000 Max I 5taf Golongan [F Kepanitersan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Diklat
— Eumdil =1
Rp 2310000 | Med
Rp  1250.000 {  Min
tp 2208, 000 Max Ife Siaf Golongan e Kepaniteraan, BUA, Ditjen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjen Badimilwn, Badan Pengavwasan, Balithang Diklai
o fkomat |
Rp  2.160.000 | Med 5| i B
Rp  a112.000 | Mio
Bp  2.064.000 |  Max 1l - =
Rp 2019000 [ Med A S
Rp 1974000 |  Min e
Rp 1.929:000 g B ¥&  {Saf Golongan b Kepaniteraan, BUA, Digen Badilum, Ditjen
Badilag, Ditjan Badimiltun, Badan Pengawasan, Balitbang Dikdat
. Kumidil
’p 18570400 Med e el
Iip 1845041 Min
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DILINGKUNGAN MAHIKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

AT W P PR

Stnl‘ Gulmgan lra Kepnmtmm BU Ditjen Badilurm, Duly.*.n

Badilag, Ditjen Badimiltun, Badan Pcngawasan Balithang Diklat
L |Kumdil
_kp 1. 761,000 Mo
Rp  L719.000 |  Min d -
.22 | Rp  14.93L000 | Max
T I Rp 14.359.000 | Med )
Rp  13.78B.000 Min
21 | Rp 13216000 | Max
Rp  12.707.000 | Med o
Rp 12199000 | Min Utama (Widyaiswara, Dakter Umum/Dokter Gigi, Auditor,
Penelitl, Perencana, Penlerjemal)
20 | Rp  1L690.000 | Max
Ry 11055000 | Med s 0
Rp 10420000 | Min :
19 Rp D.560.000 | Max Madya { Widyaiswara, Dokter Umum/Dakier Gigl, Auditor)
Rp__ 9.266.000 |  Med
Rp 8962000 Min
18 Ep  BG50.000 | Max Utama (Pransta Komputer), Madys (Pencliti, Perencana,
Penterjemal)
Ry B.327.000 Med
Rp  7.005.000 | Min i S|
17 | Rp  7.663.000 | Max Muda { Widyaiswara , Dokier Umum/Dokier Gigi, Auditor)
Rp  7.082.000 | Med s R
Hp 6.501.000 Min Pertama { Widyaiswara, Dokter Umum/okier Gigi, Auditor} 1
16 Rp 5921000 | Max Madyn (Franata Kemputer)
Rp___ 5691000 |  Med : o
Rp 5.461,000 Min Muda (Perencana, Penterjemah), Utama (Arsiparis, Pustakawan),
15 | Bp  S232000 | Max Madya (Analis Kepegawaien)
Muda (Pranata K ter, Peneliti, Analis Ke waian), Madya
{ i I'gﬁﬂ'mf i N I[J"I.lEi.IJE.I’iS, ["uslnl-::T:n} e
Pertama (Pranata Komputer, Perencana, Penterjemah), Muda
Rp  477.000| Mia [’ﬁrsiparig:r’mtnhwm}
_ 14 Rp 4444000 Max Pertama (Arsiparis, Pustakawan)
on Rp 4. 148000 Med | e U S e —)
Rp 3.852.000 Min Pcnjw.lm (Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawen), Pertama

|(Peneliti, Analis Kepegawainn)
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I3 | Rp _ 3555000 | Max _|Penyelia (Analis Kepegawaian)
Rp 3490000 |  Med .
Rp _ 3.442.000 | Min
12 Itp 3. 356,000 Max B
[ | Bp  3.332.000 | Med ) ¥
Rp 3.279.000 Iin |Pelaksana Lanjutan Analis Kepegavaian)
11 ) Rp__ 3.225000 | Max Pelaksana (Analis Kepegawaian ) )
= ip S 174, 004 Med
Rp 3123000 |  Min
10 | Rp 3072000 |  Max
| | Rp 3023000 | Med = i
Iy 2574000 Min
9 Rp 2025000 Max Pelaksana Lanjutan (Pranata Komputer, Arsiparis, Pustukawan ),
g _|ladya (PerawatPerawal Gigi) =2
. |Rp 2870000 | Med -
Rp  2.332.000 Min Pelaksona (Arslparis, Pustakawan)
_& |Rp 2786000 | Max Peluksana (Pranate Komputer ), Muda (Perawat/Perawat Gigi)
| ®Rp 2750000 | Med Penyelia (Perawat/Peravat Gigi) 2
{ Bp 2,732,000 Min
7 |Bp _ LTOS000 | Max | Pertama (Perawat/Perawat Gigi )
JBp  2ad6.000 | Med |Pelaksana Lanjutan (PerawatPerawal Gigi )
Rp 2 587000 Min
& | Rp 2.525.000 Max Pelaksana (Perawat/Perawal Gigi )
Rp 2473000 | Med |
Rp  2.418.000 | Min
L Rp 2363000 Max | |1
Rp 2310000 | Med |
Rp 2250000 [ Min S R
_ 2 |Rp 16870000| Max | W Panitera/Sekretaris/Ka. Tera Pengadilan Tk. Banding e
= Rp_ 16.224.000 | Med — = S
Rp  15577.000 | Min =
22 [Rp 14931000 | Max
e | Mp 14350000 | Med | & e e |
Rp__13.788.000 | Min ) =
21| Rp 13216000 | Max B
Rp 12707000 | Med h = R e e e
Rp _ 12.199.000 | Min '
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Rp  11.690.00: Max I antw‘ﬂ:krcrznsma.ﬁm Pcnga:tl ran Kelas 1 A Klu:sm & I':eilas
I A Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUMN,
Sil== Wepan/Wasek/Ka. Taud Pengadilan Tk. Banding

Rp 11055000 | Med =

Rp 10,420,000 | Min
19 RBp 9,569,000 Max WapanWaselv®a. Taud Pengadilan Kelas 1 A Khosus & Kelas |

) £ A Pengadilan Megeri, Agama, Militer & TUN

Rp 9266000 |  Med = [ fs

Rp  H96L.00 Min
18 |Rp  8.659.000 | Max _ M| _

Rp  8327.000 [ Med Panitera Muda Pengadilan Tk. Banding,
Panitera/Sekrataris®a. Tern Pengadilan Kelos 1B & Kelas 11
|Pengadilan Neger, Agama, Militer & TUN

Rp 7995000 | Min Panilera Muda Fengadilan Kelas 1 A Khusus & Kelas 1A

: Pengadilan Megeri, Agamo, Militer & TUN, Wapan/Wasek/Ka.
Towd Penpadilan Kelas ID & Kelas [l Pengadilen Iwagm, Agama,
Militer & TUN
17 Rp  T.663.000 (  Max T Panitera PenggantiKasubbag Pengadilan Tk. Banding_ o
Rp TOEL000 Med [Paniicra Pengganiifasubbag Pengadilan Kelas T A Khusus &
1 Kelos I A Pengodilan Megeri, Agama, Militer & TUN

Rp 6. 501, O Min Panitera Muda Pengadilan Eelas T B £ Kelas 1l Penpadilan

Megeri, Agama, Militer & TN
16_ | Rp_ 5921.000 | Max |

Rp__ 5600000 | Med | : ]|

Rp  5.461.000 Min Panliera Pengganifiasubbag/Keur Pengedilan Kelas TB & Kelas
Il Pengadilan Negeri, Agama, Militer & TUN

15 | Rp 5232000 | Max 5%
Bp 4969000 | Med =
Rp 4, 707.000 Min
14 |Rp 4444000 | Max = )
 IRp 4148000 | Med
Rp 3852040 Min
13 |Rp 3555000 | Max = N
| Bp 3490000 | Med (R i = =
Rp 3442000 | Min E -
12 |Rp 33860000 Max | | Vb [StafGol [V/b Pengadilan Tk, Banding

Rp 3.332.000 Med I¥in - IV Staf Gol [Via Pengadilan Tk, Banding, Staf Gol I'V/b Pengadilan
Kelas T A Khusus & Kelas [ A Pengadilan Megeri, Agama, Militer
& TUN
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3.279.000

T - I"-"_u"l,u

Ll dwat 2ol =l E

Staf Gol /d Pengadilan Tk Banding, Staf Gol Iv/s Pengadilan |

Foelas [ A Khusus & Kelas I A Pengadilan Negesi, Agama, Militer
& TUN, Stof Gol IV/b Pengadilan Keles 1B & Kelas I1 Pengadilan

Megeri, Agama, Militer & TUN

Rp

3.225.000

Max

1l - 1Wa ) Siaf Gol EEI-':; Pengadilan Tk, Banding, Staf Gal 1T/d Pengadilan

Kelas T A Khosus & Kelas [ A Pengadilon Megeri, Agoma, Militer
& TUN, Staf Gol I'Via Pengadilan Kelas IB & Kelas II Pengadilan
MNegeri, .l"muma, Ailiter & TUN

Rp

3.174.000

1IN - 1| Staf Gol I/ Pengadilan Tk, Banding, Staf Gol Ilc Pengadilan

Kelas [ A Khusus & Eelos | A Pengadilan Megeri, Agama, Militer
& TUN, Staf Gol T/ Pengadilan Kelas 1B & Kelas 1T Pengadilan
HNeger, Agama, Militer & TUN

Rp

3. 1230040

Pin

Il - 11l

Staf Gol Mb Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelas [ A
Pengadilan Megeri, Agama, Militer & TUM, Siaf Gol i
Pengadilan Kelos 1B & Kelas [l Pengadilan Negeri, Agama,

[Mdiliter & TN

10

Rp

3.072.000

Max

i - 1LY

Jueru Sita Pengadilan Kelas 1 A Khusus & Kelas [ A Peogadilan
Megeri, Apaing, Militer & TUN, Staf Gol 1Il/o Pengadilan Kelas
IB & Kelas IT Pengedifan Negeri, Agama, Militer & TUN

3.023.000

Ml

s |5taf Gol 1l Punﬁudilnn Tk. Bending

Rp

2.974.000

Min

HLin - i

Staf Gol 1lfa Pengadilan Keins I A Khusus & Keles T A
Pengadilan Megeri, Agama, Militzr & TUN, Juru Sita Pengadilan
Kelas 1B & Kelas Il Pengadilan Neperd, Agama, Militer & TURN

Rp

2.925.000

Max

1l - lNlia

Juri Sita Penggant Pengadilan Keias | A Khusus & Kelas [ A
Pengndilan Megerd, Agama, Militer & TUM, Staf Gol 1llfa
Pengadilan Kelaz 1B & Kelas I Pengadilon Megesi, Agama,
Militer & TUN

Rp

ZAT5.000

2832000

N ive- il

1

Staf Gol IVd Pengadilan Tk. Banding

Staf Gol II/d Pengadilan Kelas | A Khosus & Kelas T A
Pengadilan Megeri, Agama, Militer & TUN, Juru Sita Pengganti
Penpadilan Kelas 1B & Kelas 11 Pengadilan Negeri, Agama,
Militer & TUN

Rp

2.780,000

Tife - 10l

Staf Gol IId Pengadilan Kelas 1B & Kelas Il Pengadilan Negeri,
Apama, Militer & TUN

¥ m

2.759.000

M

Iite

Staf Gal e Pengadilan Tk. Eundmg

Rp

2.732.000

Min

11

Staf Gol [Lfe Pengadilan Kelas [ A Khusos & Kelas 1 A Pengndllan

Negeri, Agama, Militer & TUN
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o s d
i e, Bp I TﬂS.I]{IU | T SmE‘GuI Ihﬁc_mﬂhn Ke!ua IB &Kctus I.E gggdjlan HEE :
| Bp___ 2646000 | Med b {Staf Gol Il/b Pengadilan Tk. Banding _ g
B 2. 587.000 Min 1kh FGal Ih Pengadilan Kelas 1A & Kel
6 | Rp _ 2525000 )| Max Wb |Staf Gol Ib Penpadilan Kelas IB & Kelas T Pengadilan Neger,
| RBp 2473000 | Med I 1$I!aFﬂul [Ifa Pengadilan Tk. Banding
Rp  2418.000 |  Min Wi |Staf Goi IVa Pengadilan Kelas | A Khusus & Kelas 1 A Pengadilan
Megeri, Agama, Militer & TUN
5 Rp 2,363,000 Max Wa  |Staf Gol I/ Penpadilan Kelas 1B & Kelas [T Pengadilan Neger,
o] e ] Agama, Militer&eTON
e I Bp  231L000 |  Med I [8taf Gol Iid Pengadilan Tk BnndlnE
Rp 2.25%9.000 Mlin vl |Seaf Gol Iid Pengadilan Kelas I A Khusus & Kelos ] A Pnngasdllan
Negeri, Agama, Militer & TUN
4 |Rp 2208000 Max d  |Swf Gol I'd Pengadilan Kelas [B & Kelas 1l Pangadilan Neger,
IR NSTRAR I S Agama, Militer & TUN i
o | B 2160000 [ Ned Ve |Saf Gol Ie I‘ci‘mﬂl”ﬂn Tk. Bandingg
Hp 21200 Mim U Staf Gol i/ Pengadilan Kelas T A Khusus & Kelas I A ngnddan
Nt@n, Agame, Militer & TUN
3 Rp  Z064.000 | Max e |Staf Gol Ve Pengndilan Kelas 1B & Kelas [T Pengadilan Negeri,
Sy LT |Apama, Militer £ TUN
eI Rp 2079000 e
R 1974000 Min
2 |Bp_ 1.929.000 [ Max : -
Rp  LA87.000 |  Med * M |Swf Gol b Pengadilan Tk, Banding__ :
Rp  L845.000 Min Ub  (Staf Gol b Pengadilan Kelas | A Khusus & Kelas | A Pengadiian
[Weger, Agama, Militer & TUN, Staf Gol I'b Pengadilen Kelas [B
& Kelaz Il Pengodilan Negeri, Agama, Militer & TUN
A | Rp | 1LB03000) Max | | R : i)
Rp  L761.000 | Med Vs ISl Gol Un Pengadilan Tk. Banding, Staf Gol Va Pengadilan
Kelas 1 A Khusus & Kelas | A Pengadilan Negeri, Agama, Militer
T e _|eTUN B
Itp 1. "."lEI' 000 | Min Tin Slu!‘GﬂJ Ifa Pengad:lm: Kelas IB & Kelas 11 Pcngadﬂan Hegen.

Eana, Militer & TUR





